GUBERNUR KALIMANTAN BARAT |
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT [ERR
NOMOR & TAHUN 2023 o
 TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah . dilakukan secara . -
tertib, efektif, efisien ekonomis, - ‘transparan - dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan - rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat bagi masyarakat; s

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalatmn Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan. =
Keuangan Daerah, perlu diatur pelaksanaan transaksi non
tunai atas beban anggaran pendapatan dan‘belanja daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan ‘sebagaimana dimaksud :
dalam huruf a dan huruf b, perlu metigtapkan Peraturan =
Gubernur tentang Pelaksanaan Transaksi Non 7] uitai Atas:
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; . -

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; B R Sl

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2011, tentang -
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor:
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun' 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan ~ Peraturan = Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik - Indonesia  Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801); ' SR oI e i e

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ‘Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun =
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik =
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4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 ientang Pmmnmj;}
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - - -
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaraﬂ Negam o

Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun - 2019 tentaﬁg' o
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran- Negara Republik .
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lema‘baran S

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2@26'_3* g
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dae:rah_:_'_,: o AR
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202(} Nomaf_f_”'

1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 79 Tahun 2022.”"3
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan - Karm Kredit .~

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaat - “Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Bem‘ca Negara Repubhk o
Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); : i

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nom(}r 5 S
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan = Daergh =~ .
(Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 =
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Prownsz Kahmantani" REEE R

Barat Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomer 4 Tahun'; L
2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangaﬁ':";-j.f_._._"i_j_:.;_ 2
Daerah (Berita Daerah Provinsi- Kahmantan Barai "I‘ahun: R s

2022 Nomor 4};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TRANSAK‘%E

NON TUNAI ATAS BEBAN ANGGARAN - PENDAPATAN D&N
BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sebﬁg&l. unsur Peny'elenggara:-z' :
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan umsan pemenntahan y‘smg::_, S

menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Rarat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Bank adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh pemenntah daerah untmkzj___f i .

menampung seluruh penerimaan daerah darn membayar pengeiuaran daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rmgka-_
penyelenggaraan pemerintah daerah yang ‘dapat  dinilai dengan uang serta. 0
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhuburlgan,_ o

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegxatan yang mehpzmzf

perencanaan,penganggaran, - pelaksanaan, penatausahaan pei&p@ran L

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya. dlsmgkat APBD adaiah ':

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peratm"an }Z)aemh
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ada}ah Gubemur yaﬁg R
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseiu:mham o

pengelolaan keuangan daerah. L
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD. adaiah y

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola. - o

Keuangan daerah yang mempunyai Tugas Melaksanakan” pengelolaan APEII} :
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan mgasf-?_- e

Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yvang selanjutnya dlsmgkat SKPD adaiah?j
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan umsemﬂj S

Pemerintahan Daerah.

Biro adalah Unit Perangkai Daerah pada Sek:retarlat Daerah ?mvmsx EE

Kalimantan Barat.

Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Unit SKPD adalah bagzm‘i. - =

dari SKPD yang melaksanakan:1 (satu) atau beberapa programi.

Pengguna Anggaran yang selangumya disingkat PA adalah: pe]abat pemegamgi o
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan- tugas pak&k dan_

fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah peja“bai yang; : Lo
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian keenangan’ pengguna anggamn_'_j_::' o

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerali y&ng '_
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan ﬁmgsz tat& S B C

usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang dlsmgkat PPK Umt SKPD .3;.-_.; '_
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan p&d& Umt e

SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegaiatan yang selanjutnya dlsmgkat PPTK aci&iah = |
pejabat pada unit SKPD yang. melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegza‘i:an En F

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah ya,ng dztentukan,_ 3
oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penenmaan Daerah dan membayar: SR S

seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD ada;iah rel{enmg '_: S .:
tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh “Gubernur’ untik gan
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar Selumh Pengeluaran,:f REEEEE IR

Daerah pada bank yang ditetapkan

Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rekemng Glro SKPD pada -. f. .
Bank Pemerintah yang dipergunakan untuk menampung uang’ bag1 kep&rluan{_ SN
belanja daerah untuk pelaksanaan APBD pada SKPD/Biro/UPT di ngklmgm[ S

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang ditentukan oleh Kepaia Daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja . Peraﬂgkat ‘Daerah yang .
selanjutnya disingkat DPA SKPDadalah dokumen yang memaat’ pendapatan_;“ [
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat - pendapaian, belanja dan o
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum. daerah yangf R
digunakanan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran: = SRS
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan’ ‘barang yangi_,_;_'--
nyata dan pasti jumnlahnya sebagal akibat perbuatan melawan hulmm baik:

sengaja maupun lalai.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang’ muka ker;}a dalam- PO T
jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara ~
pengeluaran pembantu untuk membiayai Kegiatan operasional pada; satuan - HES
kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah’ dan/ atai untuk_ P
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tldak mmglﬂnf B

dilakukan melalm mekanisme pembayaran 1angsung
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40.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permm‘tamm ugmg o
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu =~
untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dzlakukan R

dengan pembayaran Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU- adalah tamhahan L

uang muka yang diberikan kepada bendahara penge}uaran/ bendahara

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaraan atas’ pﬂa’ksanam@ Ll 2

APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas wakm dalam 1 {sam} :
bulan.

Pembayaran Langsung yvang selanjutnya disingkat LS adalah P@mbaya‘rm_;" I_ :
Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar. R
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah l{eija lamnya meia}m-_” -

penerbitan surat perintah membayar langsung.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM. adaiah dokumﬁm:ﬁji; E

yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggund?'
Anggaran untuk penerbitan SP2ZD atas bebaﬂ pengeluaran DP‘A—SKP’D / Umﬁ‘
SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjumya difsmgkai SPED acﬁalzﬁh:ﬁ:

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang dlierbitkaﬁ i}l@h_:_ S

BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan atas beban APBD!

Surat Perintah Pencairan Dana Online yang selanjutnva disingkat SF’ED (Z}nffm@'{_ R e
adalah pencairan dana oleh Kuasa BUD yang langsung’ dzpmdahhukukan dari-
RKUD  Provinsi Kalbar ke Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara = -
Pengeluaran Pembantu/Rekening Pihak Ketiga berdasarkan SPM yaﬂg dlagukam SR I

atas beban APBD,

. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya dlsmgka‘t LE&KPD adaiah:f-_-" e
Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan: ‘pembayamn atag o

belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban: pembayamm_ i

pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu- Kredrt sesuai demgm;j_ - o
kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan k@rga peramgkmi Ny
daerahh berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban - pembava} ar s pada;;j ST

waktu yang disepakati dengan pelunasan pembavaran secara: sekahgus

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uvang dari satu: z}ihﬂksf{_f n
ke pihak lain dengan menggunakan instrument’ berupa alat p@mbayamn yang. oo
menggunakan kartu (ATM), Cek, Bilyet Giro, KKPD, Uang Elektiomk (ewm@n@y}: S

atau sejenisnya.

Quick Response Indonesian Standard atau vang dlsmgkat QI%IS ada}ah‘ o
standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Codé dari Bank Indonesia, =
agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah cepai; dan tex j&g%f:_ e

keamanannya.

Electronic Data Capture atau yang disingkat EDC adalah mesin yamg dzgundkm_f--:,f o '_

untuk pengambilan data dan pembayaran di berbagai Bank. -

User Admin adalah pejabat yang diberi wewenang untuk membuat ataﬁ-:f"_ TE

mendaftarkan user releaser dan user maker pada aplikasi CMS.

User Realeser adalah pejabat yang diberi wewenang urntuk melakukan V&iﬁi{a“%i': . S
dan otoritas transaksi yang dibuat atau diajukan oleh user. maher pada &phkam__ feedn

CMS. i
User Maker adalah pejabat yang diberi wewenang un’mk me}akulxa}:’l ’i'ran S&k&ai:'f_-”

keuangan untuk diverifikasi dan disetujui oleh user releaser pada aplzkasz CMS. :'_ -
User Realeser pada Pejabat Kuasa BUD adalah- user yang dzgunakan Lli"th)&k_f._g_ RIS

transaksi keuangan melalui SP2D Online.

Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya dmmgkat SPJ adaiah iapamﬁf _'
pertanggungjawaban bendahara secara administratif atas pengeiolaan uann'.: i oy

kepada Kepala SKPD melalui PKK-SKPD,

Short Message Service yang seiaﬂjumya dzsmgkat SMS' adalah suatu quzh‘ta@;
untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat bempa t@ks :mefsiahh BN

perangkat I{omunikam telepon &elular
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41.

42.

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunm S

Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disingkat ATM adalah sebua}l me&m_ (o

transaksi yang telah menggunakan sistem kornpu‘tensas; untuk melayani cian- ;
membantu nasabah melakukan beberapa jenis transaksi.

Cash Management System yang selanjutnya disebut CMS adalah digﬁ&h&&sﬂ
keuangan di pemerintahan daerah. : S

Pasal 2

terhadap :
a. Penerimaan Daerah; dan
b. Pengeluaran Daerah.

(1)
(2)

(3)

BAB 11
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Penerimaan Daerah
Pasal 3

Penerimaan Daerah disetor ke RKUD secara non tunai.

Penerimaan Daerah bagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri:dasi :

a. dana transfer; dan -

b. pendapatan asli daerah. BRI
Pendapatan Asli Daerah yang diterima Bendahara Penenmaan terchm dém o
a. pajak daerah,;

b. refribusi daerah; o

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. : 3
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak yang menjad1 }{ewajzbaﬂmsa_

pada tempat-tempaf pelayanan pendapatan terdekat sepertt Samsat Germ' o

Pajalk, Bank Kalbar dan Bank lainnya.

Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran r@mbusz y&mg meﬂ;a&p- S

kewajibannya ke RKUD melalui Bank Kalbar atau Bank lainnya.

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat melakukan pembayala:i dengma Q“E%?;IS:;-_'}';::; _.Z _

dan EDC.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat' (S) hui{é:z . :.
pembayarannya disampaikan kepada Bendahara Penemmaan /Benciahmaﬂ_; iRt

Penerimaan Pembantu sebagai dasar pembukuan.

Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pefﬂbaﬁtu o haﬁyg{ e

diperkenankan menerima pendapatan secara tunai apabﬂa

a. penerimaan atas pelayanan pembayaran pajak di gerai ygmg beium zad c::. | :

petugas bank; _
b. penerimaan hasil penagihan yang dilakukan langsung di lapangssm

¢. penerimaan atas pelayanan kesehatan pada RSUD untuk. ma&yaraka‘t fgafaﬁf' -

tidak memiliki/ menggunakan Kartu Indonesia Sehat; atau

d. penerimaan pajak/retribusi yang dilakukan oleh wajzib pajak/ Retubu&; d‘i_ii.-.:- : :
tempat pelayanan yang belum ada petugas bank atau Jauh dari kanmrlf.’ S

perbankan;

PERANGHAT DAERAH | pemen
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(9) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penemmaan Pembamu Wa;;zb m@nyemr o
seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (sam) ham _ e _ E
(10) Setiap penerimaan harus d}dulmng oleh buktt ;yang Iengkap dan sah at&&.___-_’-
setoran s o RREE

{11) Bukti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1@) dapat mehpuﬁ dokumm
elektronik. S LA R

(12) Dokumen penerimaan penciapatan sebagaamama ci;maksud pada ayat (3}
menggunakan surat tanda setoran IREERE s

(13} Penyetoran sebagaimana dnnaksud ayat (12) dlanggap Sah setelah Kuasa BUE}?_;*-E_
menerima nota kredit atau dokumen lain yang dlpersamakan S

'Bagan Kedua
Pengeluaran Daerah
Pasal 4

(1) Setiap pengeluaran atas belanja APBD yang dﬂakukzm c)leh Eendah'f
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dﬁakukan sec&u 8 1101'1 mnm
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ch fransf@r ke rek@nmg
penerima. CRIREI :
(3) Pembayaran pajak yang d}pungu‘t oleh Bendaha:ra Pengeluaran / Bf&:ﬂd&hm&
Pengeluaran Pembantu atas belama yang: m@nggunaka_n UP {}U ciszm
sepanjang belum tersedia fas1htas -melalui CMS dapat dﬂal«:ukan melcﬁm
permintaan pemindahbukuan. : : L
(4) Jenis pembayaran yang dapat dlkecuahkan melalm 31stem hmsaksa nan tuna};
adalah sebagai berikut : L : 3
a. uang saku siswa {anak paml) : S SRR
b.uang saku untuk siswa/analk sekolah’ yemg dukutka:n da’iam berbag%:
kegiatan vang dxselenggarakqn oleh SKPD PI‘OVH’ISI Kahmantan Bafat _atau
c. uang saku/transport untuk masyalakat yang dnkutseriakan
pelatihan /workshop. S

secara tunai paling banyak Rp 500.000,00 (hma ratus rlbu upzah) per lmm
untuk belanja meterai dan belanja admmm‘irasx keuangan }amnya o

Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh bendahara dem PP'IIa be1 météma

10.000 dan diketahui oleh PA/ KPA. _ ' SR Sy

(7) Format Surat Pernyataan sebagaimana dxmaksud pada aya‘i: (6) te:x caﬂtum p‘%ﬁi&.
Lampiran yang merupakan bagaan tidak ‘terpzsahls:an darl Peratuf:m Gubel ekhig
ini. : _ i

Pasal 5 _
Transaksi non tunai dilakukan melalui mekanisme :
b. permintaan pemindahbukuan -dari mkenmg B&ndahara Pengeium anj
Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening p;hak 1am, L :

c. aplikasi CMS;

d. SP2D Online;

e. ATM;

f. KKPD; atau

g. alat bayar elektronik lainnya.

i




Pasal 6

Pihak pelaksana transaksi non tunai yaitu : R
a. Pemerintah Daerah melalui - PA/KPA, PPK-SKPD/ PPKP pada Bm/UW JAR
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan . Pembanm Bendahara SRR

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; : B

b. Kuasa BUD; serta B

¢. Bank yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai RKUD serta bank. lam y&mg memlhki;f B
rekening atas nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara. Pengeiuaran Pembantu,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu di hngklmgwi RO O
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. :

Pasal 7

(1) Dalam operasional CMS ditunjuk 3 (tiga) user yaitu:
a. PA/KPA sebagai User Admin;
b. PPK-SKPD/PPKP sebagai User Releaser, dan - Rs
c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sebagai User b
Malker. e
(2) Dalam operasional SP2D Online ditunjuk 1 (satu) user yaztu User Releaseryang S
melekat pada Kuasa BUD. 5 S
(3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat .(2) .-_d1tetapkan_". L
dengan Keputusan Gubernur. _ o '_: T
Pasal 8 ' ' TR b
Tugas dan tanggung jawab masmgumasmg user sebagaimana dunaksud cialami_,_j E
pasal 7 terdiri dari: : L
a. User Admin, meliputi ; D T
1. membuat atau mendaftarkan User Releaser cian User Maker pada aphkam
CMS; S L
2. merubah/mengganti data User Releaser dan User Maker i
3. mengaktifkan dan menonaktifkan User Releaser dan User Maker dan Sps
4. bertanggungjawab terhadap kebenaran atas’ transakm yang ci: iakukan aieh
User Releaser dan User Maker. S S T
b. User Releaser, meliputi : ' S
1. melakukan verifikasi terhadap data dan ciaftar data yang telah ch uplaad oieh-{'-
User Maker ke dalam sistern CMS; . f :
2. mengotorisasikan terhadap transaksi yang akan dﬁakukan User Maker dan
3. melakukan pengecekan terhadap proses transaksz. yang suciah dﬂakukaﬂ
c. User Maker, meliputi : = e
1. melakukan penginputan data dan daftar data . B e
2. mengupload data dan daftar data yang akan dl transfer ke rekenmg m‘}uam
3. mencetak bukti transfer bila dzperlukan
d. User Releaser SP2D Online, meliput :
1. melakukan verifikasi daftar penguji/ advice;
2. mengirim daftar penguji/advice ke Bank Kalbar; .~ I PRI S
3. melakukan input OTP (One Time Password) yang dikirim melalul SMS -ff S

BAB Il
PERTAN GGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 9

Pertanggungjawaban terhadap transaksi non tunai dxiaksanakan berdasarka&f
ketentuan sebagai berikut: :
a. bentuk SPJ untuk pembayaran menggunakarn l«zarm e~money menggunak&m

kuitansi/struk/bon; o

i
el
e

o
ik
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b. penandatanganan Daftar Honorarium Tim/Narasumber dapat c’xﬂaklzkgm"_ B

sebelum atau setelah Bendahara Pengeluaran/Bendahara P&ngeluarm._
Pembantu melakukan transfer melalui CMS;
c. dalam hal daftar Honorarium Tim/Narasumber tidak ditandatangani . oleh -

penerima, bukt transfer dari CMS dapat dijadikan - -sebagai _buk‘ti-_'

pertanggungjawaban;

d. pengembalian sisa UP dilakukan melalui pemmdahbukuan ‘dan/ atau CMS”. S

paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan;

e. bukti setor UP melalui CMS dianggap sah setelah mendapat pe:ngesaharz dam : o

Bank Kalbar pada hari dan tanggal transfer;

f. pengembalian sisa TU dapat dilakukan melalui CMS, dan buk:t; transfer dapat" - o

dijadikan sebagai SPJ;

g. belanja yang dﬂakukan melalui LS Bendahara Pengeluaran/ Benciaham: 3 E

Pengeluaran Pembantu, ditransfer ke rekening penerima paling lambat 1 (satu)"

hari setelah uang masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaa an/ Benciﬂhara"'_ s

Pengeluaran Pembantu; dan
h. pembayaran pajak penghasilan (PPN dan PPh) dan belanja rutin 1311’11’1ya (PLN,

PDAM, Telepon/Internet) yang belanjanya menggunakan UP/ GU dan TU, dapatf-_' SR

dilakukan dengan CMS.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Biaya sebagaz akibat dari transaksi non tunai dengan penyedia barang/‘ 3&*@;&_- ;
berupa jasa perbankan, dibebankan kepada penyedia barang/jasa’ Vang:_ Lo

bersangkutan. _
(2) Biaya SMS sebagai akibat transaksi non tunai, dapat dlbebankan pada-

rekening belanja Jasa Transaksi Keuangan dan/atau - pacia rekenmg__

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Llstmk belamja 'I‘elep@n‘ _;
yang dianggarkan pada SKPD masing-masing. . S

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Gubernur melakukan monitoring/evaluasi secara _.-bertahap ::atéa o

implementasi transaksi non tunai.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (}.} j_' B

secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 12

Gubernur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah melaporkan pelaksaﬁaam_ :
transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kailmantan Barat kepada. el

Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Pelaksanaan transaksi non tunai hanya merubah tata cara pembaya.ran ‘yang,_ Rt
semula dibayar secara tunai menjadi non tunai, sedangkan untuk seluruh -
dokumen administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  tidak mengalami =~ o
perubahan dan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pem‘ﬂc{ang;[ g

undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 - S
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai atas Beban Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah -~
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 61}, dicabut dan dinyatakan tidalk

berlaku.
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan _pengtuldéngéﬁi?efami‘aﬁ' -

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah’ Provinsi = -

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 fgier gony

*GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{ =~

#/SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ‘o Cuin e

=

ETARIS DAERAH
[INSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ﬁ‘AHUNQO%}I{!OM_GR% g e




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2023 :
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama D e

NIP D e

Pangkat/Gol Ruang : ..............

Jabatan : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu .
pada........c.ouv.... j

Dengan ini menyatakan bahwa belanja sebagaimana tersebut di bawah inj tidale "
dapat dibayarkan secara non tunai *) :
a. uang saku siswa (anak panti);

b. uang saku untuk siswa/anak sekolah yang diikutkan dalam berbagai kegiatan yang ' '

diselenggarakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Barat; atau _ B .
C. uang saku/transport untuk masyarakat yang diikutsertakan dalam -péiaﬁhm'xi '
workshop.

No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Jumlah... Rp.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunékﬁn';-éeha.gmma: _
mestinya. S o

Pontianalk, ...cocevvviiiiiiiinevieses e sieien i
Pejabat Pelaksana Bendahara Pengeluaran/ | e
Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu - -
Nama Nama
Pangkat... Pangkat...
NIP... NIP...
Mengetahui ;
Pengguna Anggaran
Nama
Pangkat...
NIP...

*} Coret yang tidak periu

[ L GUBERNUR KALIMANTAN-BARM@ L




